BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

a.

DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten
Muara Enim sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam
Kabupaten Muara Enim, perlu disesuaikan dengan dinamika
Sosiologis akibat bencana non alam Pandemik Corona Virus
Disease 2019 sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam
Kabupaten Muara Enim;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1409);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor
4);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 39)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim ( Berita
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 3 ) diubah
sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 46A ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat
(6) sehingga Pasal 46A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

(I) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari
jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak



lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara ditentukan
pada tiap-tiap TPS dimana TPS yang tingkat partisipasi
masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala
Desa yang tinggi, maka calon yang memperoleh suara terbanyak
dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(4) Jumlah TPS disetiap Desa ditetapkan minimal 2 (dua) TPS.

(5) 1 TPS maksimal 500 Mata Pilih

(6) Setiap Tahapan Pilkades wajib menerapkan protokol kesehatan
yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Satuan tugas
Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Jamuari 2021

BUPATI MUARA ENIM,
Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Jamuari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 4,



